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ABSTRAK
ANALISIS KEPUASAN MASYARAKAT PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI
NAMA	:	SYAHIRAH JERIMA
NIM    : 2110090811008

	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DISKOMINFOTIKSAN) Kota Dumai merupakan instansi pemerintah yang bertugas menyelenggarakan layanan informasi publik, menyediakan infrastruktur teknologi informasi, pelayanan statistik sektoral, serta komunikasi publik.
Namun, dari hasil observasi yang penulis lakukan, menunjukkan masih terdapat beberapa gejala masalah, yaitu: (1) Masih kurangnya sarana pendukung layanan informasi yang berdampak pada kualitas layanan dan produk yang diterima masyarakat, (2)  Masih terbatasnya jumlah pegawai di bidang teknologi informasi, seperti analis, pengembang aplikasi, pengelola basis data, pemrogram, dan teknisi jaringan.
	Berdasarkan gejala-gejala yang dikemukakan di atas, penulis merumuskan pokok penelitian ini, yaitu: Bagaimana kepuasan masyarakat pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai?. Adapun tujuan penelitian yaitu: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis kepuasan masyarakat pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai sehingga memberikan arah yang jelas terhadap tingkat kepuasan masyarakat, dan (2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai.
Penelitian ini menggunakan teori dari Sukmayana (2017) yang menyatakan bahwa kepuasan dipengaruhi oleh lima variabel: (1) Kualitas Pelayanan, (2) Kualitas Produk, (3) Harga, (4) Situasi, dan (5) Sikap Personil Pelayanan. Populasi dan sampel meliputi pegawai Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian serta masyarakat pengguna layanan informasi, dengan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, wawancara, dan kuesioner. Analisis data menggunakan teknik rating scale.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian berada dalam kategori Baik dengan persentase 66%. Sebagai faktor Pendukung Kepuasan Masyarakat pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai adalah (1) Tidak dikenakan biaya untuk mengakses informasi yang dibutuhkan, (2) Informasi yang disampaikan bersifat netral, tidak mengandung Unsur SARA, dan tidak memicu provokasi dan (3) Masyarakat mudah mengakses layanan melalui platform digital seperti website. 
Sedangkan yang menjadi faktor penghambat Analisis Kepuasan Masyarakat pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai adalah (1) Kurangnya keterbukaan informasi publik terkait perkembangan kegiatan pemerintahan kota Dumai dan (2) Kurangnya diperbarui irformasi situasi terkini kota Dumai oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian di Kota Dumai.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pada organisasi publik dalam menyelenggarakan pelayanan harus informatif, cepat, dan tepat. Karena dalam memberikan pelayan publik telah sejalan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayan publik pada Pasal 1 bahwa “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”
Sehingga, bentuk upaya pemerintah Kota Dumai untuk memberikan penyebaran informasi kepada publik ialah dengan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai (DISKOMINFOTIKSAN) sebagai pihak yang mewakilkan untuk mengelola informasi publik yang berdasarkan Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Dumai Nomor 46 tahun 2022 tentang kedudukan, susuan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandain Kota Dumai.  
Berdasarkan Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Dumai Nomor 46 Tahun 2022 pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 yaitu mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan yang bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang berbasis teknologi dan informasi dan melaksanakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan komunikasi, Informasi, pengelolaan data statistik, dan keamanan persandian yang menjadi tanggung jawab daerah. Untuk mewujudkan visi Kota Dumai sebagai “Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul” dengan penguatan sistem informasi, komunikasi publik, statistik sektoral, serta pengamanan informasi berbasis teknologi.
Dengan demikian, guna memenuhi hak yang harus diterima masyarakat untuk menerima pelayanan publik yang baik untuk mencapai kepuasan masyarakat merupakan hal yang harus diberikan oleh pelayan publik. Maka, sebagai aparatur pemerintahan harus memberikan kualitas pelayanan yang terbaik untuk menunjang kebutuhan masyarakat. Karena peran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan persandian dalam memberikan pelayanan jasa pelayanan informasi publik, infrastuktur teknologi informasi, pelayanan statistik sektoral dan pelayanan komunikasi publik yang memiliki manfaat yang besar karena memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah memperoleh informasi terkait daerah mereka sendiri. Masyarakat dapat memahami potensi wilayah serta memantau kinerja pemerintah. 
Sehingga, pelayanan yang disediakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai meliputi:
1. Layanan permohonan informasi publik
Dalam layanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dapat diakses melalui ppid.dumaikota.go.id secara daring dan melalui desk pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang berada di Mal Pelayanan Publik Kota Dumai di Lantai 1 Counter 25. Untuk memperoleh informasi di PPID Kota Dumai, masyarakat dapat:
a) Pemohon informasi publik dapat mengajukan permohonan secara tertulis maupun elektronik dengan menyertakan identitas diri.
b) Petugas PPID mencatat dan memberikan tanda bukti penerimaan permohonan informasi kepada pemohon yang berupa formulir atau resi yang ditandatangai petugas PPID apabila melakukan permintaan informasi di desk pelayanan dan nomor registrasi elektronik yang menyatakan permohonan berhasil diajukan apabila melalui ppid.dumaikota.go.id.
c) Petugas PPID melakukan verifikasi terhadap permohonan untuk memastikan ketersediaan informasi yang diminta.
d) Penyampaian informasi dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima, dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja dengan pemberitahuan tertulis apabila diperlukan.
e) Jika informasi termasuk kategori yang dikecualikan, PPID wajib memberikan alasan penolakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi.
2. Layanan aspirasi dan pengaduan masyarakat
Dalam layanan aspirasi dan pengaduan ,masyarakat Kota dumai melalui  platform sistem Pengelolaan Dan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N Lapor) yang dapapt diakses melalui situs dumailapor.go.id  guna menyampaikan pengaduan, saran, serta aspirasi terhadap pelayanan publik yang diterima guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersifat transparan, akuntabel serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Alur penggunaan SP4N-LAPOR yaitu:
a) Masyarakat mengisi pengaduan atau aspirasi lewat website dan aplikasi
b) Laporan yang masuk diverifikasi oleh Admin DISKOMINFOTIKSAN Kota Dumai untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian substansi laporan.
c) Setelah diverifikasi, laporan diteruskan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sesuai dengan substansi permasalahan yang diadukan.
d) OPD terkait menindaklanjuti laporan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan memberikan jawaban, klarifikasi, atau penyelesaian terhadap aduan masyarakat.
e) Hasil tindak lanjut disampaikan kembali melalui sistem SP4N-LAPOR sehingga dapat diakses oleh pelapor secara transparan.
f) Diskominfo Kota Dumai melakukan monitoring serta evaluasi atas tindak lanjut laporan untuk memastikan kualitas pelayanan pengaduan publik tetap terjaga.

3. Media Sosial Resmi
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai memanfaatkan media sosial resmi dengan tujuan menyampaikan informasi publik secara real time  agar membangun komunikasi dua arah dengan masrakat sehingga masyarakat dengan mudah mengikuti perkembangan informasi, kebijakan, dan kegiatan pemerintah daerah. Adapun kanal media sosial resmi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai ialah:
a. Instagram 	: @diskominfotiksandumai
b. Facebook	: Diskominfotiksan Dumai
c. X	: @kominfodumai
d. YouTube	: Diskominfotiksan Kota Dumai
4. Layanan Informasi Publik
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan persandian juga memanfaatkan kanal media sebagai sarana penyaluran informasi kepada masyarakat melalui Media Center Dumai yang berperan sebagai pusat informasi digital dan komunikasi publik pemerintah Kota Dumai dengan menyediakan layanan publikasi berita resmi pemerintah, siaran pers, dokumentasi serta konten multimedia foto dan vidio kegiatan pemerintah.
Layanan informasi publik memiliki manfaat yang besar karena memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah memperoleh informasi terkait daerah mereka sendiri. Masyarakat dapat memahami potensi wilayah serta memantau kinerja pemerintah. 
Layanan ini didasarkan pada prinsip transparansi informasi dengan tujuan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi yang dibutuhkan. Permintaan informasi yang diajukan mencakup berbagai kebutuhan, termasuk layanan yang disediakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian. Informasi publik yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian diklasifikasikan dalam tiga kategori, yaitu:
a. Informasi serta merta
Jenis informasi ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan dan kepentingan hidup masyarakat, seperti kejadian bencana alam (kekeringan, kebakaran hutan atau wabah penyakit), bencana non alam (pencemaran lingkungan atau kegagalan teknologi), serta bencana sosial seperti kerusuhan atau konflik antar kelompok. Informasi ini bersifat mendesak dan berdampak besar sehingga dalam penyampaian informasi kepa publik harus dilakukan secara tepat, cepat, dan akurat.
b. Informasi yang tersedia setiap saat
Informasi ini harus tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh masyarakat kapan saja, tanpa perlu menunggu adanya permintaan resmi. Informasi yang mencakup kepentingan publik dan ketertiban umum wajib diumumkan secara serta-merta tanpa penundaan, seperti visi dan misi, struktur organisasi, serta informasi terkait program dan kegiatan.
c. Informasi secara berkala
Informasi tersebut mencakup berbagai hal penting yang perlu diketahui oleh publik, seperti profil kementerian, ringkasan program dan kegiatan yang sedang berjalan, serta laporan kinerja dan keuangan yang telah diaudit. Selain itu, juga termasuk informasi terkait akses terhadap informasi publik, peraturan atau kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat, hingga prosedur untuk memperoleh informasi, menyampaikan pengaduan, serta informasi mengenai pengadaan barang dan jasa. Tak kalah penting, disediakan pula informasi kepegawaian dan prosedur peringatan dini serta evakuasi di lingkungan kantor.
Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Namun, tidak semua informasi dapat dibuka untuk umum karena terdapat informasi tertentu yang bersifat rahasia dan dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Secara umum, informasi publik terbagi menjadi dua kategori, yaitu informasi yang dapat diminta dan diakses oleh masyarakat, serta informasi yang dikecualikan atau tidak dapat diakses. Adapun jenis-jenis informasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel I. 1
Aksesibilitas Informasi Publik di PPID Kota Dumai
	No
	Jenis Informasi
	Contoh
	Status Akses

	1
	Informasi Berkala
	Laporan keuangan, laporan kinerja instansi, program dan kegiatan instansi
	Bisa Diakses

	2
	Informasi Serta-Merta
	Info bencana, wabah penyakit dan kondisi darurat
	Bisa Diakses

	3
	Informasi Setiap Saat
	Peraturan, perjanjian, dokumen perencanaan dan anggaran
	Bisa Diakses

	4
	Informasi Atas Permintaan Masyarakat
	Informasi lain yang diminta masyarakat sepanjang tidak termasuk rahasia
	Bisa Diakses

	5
	Informasi Pribadi
	Data pegawai, data warga, dan rekam medis
	Tidak bisa diakses

	6
	Informasi Rahasia Jabatan
	Nota dinas rahasia, dokumen internal strategis
	Tidak bisa diakses

	7
	Informasi Keamanan dan Pertahanan
	Rencana operasi dan strategi pertahanan
	Tidak bisa diakses

	8
	Informasi yang dapat merugikan negara
	Lokasi sumber daya alam strategis, kebijakan moneter, cadangan devisa
	Tidak bisa diakses

	9
	Informasi yang dilindungi UU lain
	Rahasia bank, data intelijen, dokumen yang diatur UU khusus	Comment by Syahirah Jerima: 
	Tidak bisa diakses


Sumber Data: Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, 2025

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Dumai menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan bagi seluruh bidang yang ada. SOP ini menjadi pedoman dalam memberikan pelayanan informasi publik, khususnya oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), guna memastikan masyarakat dapat memperoleh informasi secara cepat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai telah menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) tahun 2024 guna menjamin keterbukaan informasi publik dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga menciptakan kepuasan masyarakat. Standar Operasional Prosedur (SOP) ini mencakup empat aspek utama, yaitu:
1. Pelayanan Informasi Publik
Pada standar operasional prosedur ini mencakup bagaimana tata cara permohonan informasi, verivikasi, dan pemberian informasi kepada pemohon yang disusun guna memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat, cepat dan mudah diakses.
2. Penanganan Sengketa Informasi
Pada standar operasional prosedur ini mencakup bagaimana tahapan pengajuan keberatan, penyelesaian internal hingga kemungkinan sengketa ke komisi informasi guna menjadi pedoman dalam menyelesaikan perselisihan antara pemohon informasi dan badan publik secara adil dan transparan.
3. Pendokumentasian Informasi Publik
Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) ini, pendokumentasian informasi publik mencakup proses pengumpulan, pengklasifikasian, dan penyimpanan seluruh informasi publik yang dimiliki oleh badan publik. SOP ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap informasi tersusun secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik, sehingga memudahkan dalam penyediaan informasi kepada masyarakat saat dibutuhkan.
4. Pemutakhiran Informasi Publik
Pada standar operasional prosedur ini mencakup memastikan bahwa setiap data dan informasi yang dipublikasikan selalu terbaru dan sesuai dengan perkembangan terkini guna menjaga relevansi dan akurasi informasi yang disampaikan kepada publik.
Sehingga guna menjadi acuan guna pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai dalam waktu lima tahun juga merujuk pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) agar mengetahui evaluasi kinerja dinas setiap tahunnya yaitu:
Tabel I. 2
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

	No
	Program
	Kegiatan
	Sub Kegiatan

	1
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

	
	
	
	Koordinasi dan penyusunan RKA-SKPD

	
	
	
	Koordinasi serta penyusunan perubahan RKA-SKPD

	
	
	
	Penyusunan DPA-SKPD

	
	
	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD

	
	
	
	Evaluasi kinerja perangkat daerah

	
	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

	
	
	
	Koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

	
	
	
	Penyusunan laporan dan analisis proyeksi realisasi anggaran.

	
	
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	Penyusunan kebutuhan barang milik daerah

	
	
	
	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah

	
	
	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

	
	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

	
	
	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut
Kelengkapannya

	
	
	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi

	
	
	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

	
	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

	
	
	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

	
	
	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

	
	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat

	
	
	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

	
	
	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

	
	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

	
	
	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

	
	
	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

	2
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah
Daerah Kabupaten atau Kota
	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media
Komunikasi Publik

	
	
	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik

	
	
	
	Pelayanan Informasi Publik

	
	
	
	Layanan Hubungan Media

	
	
	
	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan

	
	
	
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi
Publik

	
	
	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan
Kemitraan Komunitas

	
	
	
	Penyediaan atau Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
Kabupaten atau Kota

	3
	Program Aplikasi Informasi
	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten atau Kota
	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kota

	
	
	
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten atau Kota

	
	
	
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah
Daerah

	
	
	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government
dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

	
	
	
	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan
Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik

	
	
	
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah

	
	
	
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra
Pemerintah Daerah

	
	
	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik

	
	
	
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

	
	
	
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan
Pemerintah

	
	
	
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosystem Kota Cerdas

	
	
	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya
Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

	
	
	
	Pengelolaan GCIO

	
	
	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

	4
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral diLingkup Daerah
Kabupaten/Kota
	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penyebarluasan data statistik sektoral.

	
	
	
	Menyusun dan membangun metadata statistik sektora

	
	
	
	Menyelenggarakan proses otorisasi statistik sektoral di tingkat daerah.

	
	
	
	Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pemerintah daerah guna mendukung kualitas statistik daerah yang saling terintegrasi.

	
	
	
	Meningkatkan kapasitas lembaga dalam penyelenggaraan statistik sektoral.

	
	
	
	Mengembangkan infrastruktur pendukung statistik sektoral.

	5
	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Menyelenggarakan sistem keamanan informasi pemerintah daerah baik secara elektronik maupun non-elektronik.

	
	
	
	Menyediakan layanan keamanan informasi bagi pemerintah daerah kabupaten/kota.

	
	
	
	Melaksanakan analisis kebutuhan serta pengelolaan sumber daya yang berkaitan dengan keamanan informasi pemerintah daerah.

	
	
	
	Pengawasan dan evaluasi keamanan informasi


Sumber Data: Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, 2025

Berdasarkan tabel I. 1 terlihat bahwa pengembangan sarana komunikasi dan Informasi di Kota Dumai menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Beragam program yang telah dirumuskan, seperti Program Informasi dan Komunikasi Publik, Program Aplikasi Informasi, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, serta Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, merupakan langkah nyata dalam memperkuat sistem komunikasi, pengelolaan data, serta perlindungan informasi di lingkungan pemerintahan. Program-program ini mendukung terciptanya pemerintahan yang transparan, efisien, dan responsif pada kebutuhan masyarakat, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan sistem yang terintegrasi.
Namun, masih terdapat masalah belum terkoneksinya seluruh instansi perkantoran dan wilayah kelurahan dengan jaringan internet. Untuk mendukung observasi yang penulis lakukan, penulis melakukan wawancara kepada Kepala Bidang Jaringan yaitu Mulyono, S.Kom.:
“Masalah ini disebabkan oleh keterbatasan sarana terutama pada daerah yang belum terjangkau fiber optik. Untuk mengatasi permasalahan ini, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian mengandalkan teknologi radio wireless yang membutuhkan keberadaan tower triangle sebagai pemancar dan penerus jaringan.Tetapi, ketersediaan tower triangle sebagai pemancar masih sangat terbatas dan Pemerintah Daerah hanya memiliki satu (1) tower triangle yang berada di Kecamatan Bukit Kapur dan digunakan untuk menghubungkan jaringan internet ke Kelurahan Bukit Kapur, Bukit Kayu Kapur, Gurun Panjang dan Kampung Baru. Kurangnya tower triangle dikarenakan tower yang lama sudah tidak mumpuni untuk beroperasi karena ada yang sudah patah, berkarat bahkan dirobohkan.” (Wawancara kepada Kepala Bidang Jaringan, pada hari Selasa 29 April 2025/12:10 WIB).
Dari hasil wawancara tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat delapan kelurahan yang tidak dapat dijangkau kabel fiber optik dan membutuhkan sambungan via radio yaitu Gurun Panjang, Kampung Baru, Bukit Kayu Kapur, Bukit Kapur, Basilam Baru, Sei Geniot, Lubuk Gaung dan Batu Teritip. Hingga pada Tahun 2025, tujuh dari delapan kelurahan tersebut sudah berhasil tersambung dengan jaringan internet melalui bantuan tower yang dibangun 
Internet Service Provider (ISP) sebagai mitra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian. Satu-satunya kelurahan yang belum terkoneksi akses internet yang memadai yaitu Kelurahan Sei Geniot sehingga yang akan berdampak akan menghambat dalam layanan informasi.
Tabel I. 3 
Jumlah Ketersediaan Sumber Daya Manusia pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian di Kota Dumai
	No
	Bidang
	Jabatan
	Jumlah Tersedia
	Jumlah DibutuhKan
	Selisih

	1
	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
	Pranata hubungan masyarakat ahli muda
	3
	3
	0

	
	
	Pranata komputer mahir
	0
	1
	-1

	
	
	Pranata komputer terampil
	0
	1
	-1

	
	
	Penata kelola sistem dan teknologi informasi
	0
	2
	-2

	
	
	Pengolah data dan informasi
	0
	4
	-4

	2
	Bidang Layanan Infrastruktur E-Government
	Pranata komputer ahli muda
	3
	3
	0

	
	
	Pranata komputer ahli pertama
	0
	1
	-1

	
	
	Penata layanan operasional
	0
	2
	-2

	
	
	Pengolah data dan informasi
	1
	2
	-1

	
	
	Operator layanan operasional
	0
	2
	-2

	3
	Bidang Layanan Infrastruktur E-Government
	Pranata komputer ahli muda
	3
	3
	0

	
	
	Pranata komputer ahli pertama
	0
	1
	-1

	
	
	Penata layanan operasional
	0
	2
	-2

	
	
	Pengolah data dan informasi
	1
	2
	-1

	
	
	Operator layanan operasional
	0
	2
	-2

	4
	Bidang Layanan Aplikasi E-Government
	Pranata komputer ahli muda
	3
	3
	0

	
	
	Pranata komputer ahli pertama
	0
	2
	-2

	
	
	Penelaah teknis kebijakan
	1
	2
	-1

	
	
	Pengelola layanan operasional
	0
	2
	-2

	
	
	Pengolah data dan informasi
	0
	2
	-2

	
	
	Pengadministrasian perkantoran
	1
	1
	0

	5
	Bidang Statistik dan Persandian
	Statistisi ahli muda
	2
	2
	0

	
	
	Statistisi ahli pertama
	0
	2
	-2

	
	
	Sandiman ahli muda
	0
	1
	-1

	
	
	Penelaah ahli muda
	1
	3
	-2

	
	
	Pengolah data dan informasi
	0
	4
	-4


Sumber Data	: Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, 2025

Berdasarkan tabel I. 2 di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Komunikasi Inormatika Statistik dan Persandian di Kota Dumai masih memiliki keterbatasan jumlah pegawai di bidang teknologi informasi, seperti analis, pengembang aplikasi, pengelola basis data, pemrogram, dan teknisi jaringan. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran dalam hal pengadaan formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) sehingga rekrutmen  tenaga IT belum dapat dilakukan optimal, padahal dengan adanya peningkatan digitalisasi layanan publik membuat beban kerja menjadi tidak seimbang dan akan berdampak pada efektivitas dan kualitas layanan yang diberikan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.
Untuk mendukung observasi yang penulis lakukan, penulis melakukan wawancara kepada Sekretariat Ali Ibnu Amar, S.IP. :
“Peningkatan digitalisasi layanan publik membuat beban kerja menjadi tidak seimbang. Sehingga berdampak pada evektivitas para pegawai. Tapi, kami sedang berupaya mengajukan tambahan formasi pegawai, termasuk tenaga IT, melalui mekanisme pengadaan CASN ke depannya. Selain itu, kami memaksimalkan pegawai yang ada.” (Wawancara kepada Sekretariat, pada hari Selasa 29 April 2025/11:50 WIB).

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang dan Analisa awal terhadap kepuasan masyarakat pada layanan informasi yang diberikan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian di Kota Dumai masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa gejala masalah yang penulis temukan di lapangan. Gejala-gejala masalah tersebut ialah:
1. Masih kurangnya sarana guna menunjang pelayanan informasi di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan persandian yang mempengaruhi kualitas pelayanan dan kualitas produk yang akan diterima oleh masyarakat.
2. Masih terbatasnya jumlah pegawai di bidang teknologi informasi, seperti analis, pengembang aplikasi, pengelola basis data, pemrogram, dan teknisi jaringan.
Dapat dirumuskan yaitu “Bagaimana kepuasan masyarakat pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian di Kota Dumai?”.
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui dan menganalisis kepuasan masyarakat pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DISKOMINFOTIKSAN) di Kota Dumai sehingga memberikan arah yang jelas terhadap tingkat kepuasan masyarakat.
b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai
2. Kegunaan Penelitian
a. Sebagai bahan masukan dan informasi untuk pihak Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian  (DISKOMINFOTIKSAN) di Kota Dumai dalam meningkatkan kepuasan masyarakat.
b. Sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai kepuasan masyarakat pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DISKOMINFOTIKSAN) di Kota Dumai.
c. Untuk bahan informasi bagi peneliti selanjutnya yang membahas permasalahan yang sama


















BAB II
TELAAH PUSTAKA
A. Kerangka Teori
1. Kepuasan Masyarakat
Pada konsep kepuasan masyarakat tidak dapat dipisahkan oleh ilmu pemasaran. Bahwa kepuasan masyarakat dapat didefinisikan sebagai kepuasan pelanggan. Penilaian terhadap kepuasan masyarakat dapat terlihat dari reaksi dan tanggapan pengguna setelah memperoleh produk atau jasa yang kualitasnya memenuhi ekspektasi.
Oleh karena itu, paradigma New Public Management (NPM) diterapkan dengan menekankan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik, serta memposisikan masyarakat sebagai pelanggan yang berhak mendapatkan pelayanan publik terbaik
Dengan demikian, hubungan masyarakat dalam pemasaran berfungsi sebagai strategi dan langkah untuk membangun hubungan yang positif dengan publik sekaligus menyediakan layanan yang memuaskan (Sukmayana, 2017 : 67).
Menurut Daga (2017:19), Kepuasan merupakan tingkat evaluasi seseorang terhadap suatu kinerja berdasarkan perbandingan antara sejauh mana kinerja yang dirasakan sesuai atau tidak dengan harapan mereka. Apabila kinerja atau hasil sama dengan apa yang diharapakannya maka konsumen akan puas.
Menurut (Gama Putra et al., 2015), kepuasan yaitu suatu perasaan bahagia atau kecewa yang akan muncul setelah membandingkan antara hasil dan berbagai harapan yang dimilikinya. Apabila kinerja tidak sesuai dengan yang diharapkannya maka pelanggan tidak puas dan apabila lebih dari yang diharapkannya maka akan mendapatkan kepuasan.
Dengan membandingkan yang dirasakan oleh masyarakat dan harapannya, maka menurut Halim et al (2021:156), terdapat tiga tingkatan kepuasan yaitu:
1. Apabila produk atau jasa kurang dari yang diharapakan maka pelanggan atau masyarakat merasa tidak puas.
2. Apabila produk atau jasa sesuai dengan yang diharapkan, maka pelanggan merasa puas
3. Apabila produk atau jasa melebihi yang diharapakan, maka pelanggan merasa sangat puas.
Menurut Tjiptono and Diana (2019:117), kepuasan pelanggan merupakan keadaan psikologis yang timbul akibat interaksi antara harapan yang tidak sepenuhnya terpenuhi dengan perasaan yang dimiliki sebelum menggunakan produk atau jasa yang dibeli. Ada beberapa indikator untuk mengukur kepuasan konsumen ialah:
a. Pertanyaan
Memberikan pertanyaan kepada responen tentang bagaimana harapan suatu atribut.
b. Menuliskan masalah
Responden diminta untuk menuliskan masalah dan perbaikan yang ingin disarankan.
c. Ranking
Responden diminta merangking elemen berdasarkan derajat seberapa baik kinjerja perusahaan.
d. Kulitas Jasa
Kualitas jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan yang diharapkan
e. Biaya atau Kemudahan untuk Mendapatkan Produk atau Jasa
Kemudahan dan kenyamanan dalam memperoleh produk atau layanan yang mendukung efisiensi bagi pengguna..
Menurut Fitzsimmons dan Fitsimmons dalam Handayani dan  Suryani (2019), kepuasan masyarakat adalah persepsi masyarakat tentang kenyataan yang sesungguhnya yang dibandingkan dengan harapan-harapan yang ada. 
Menurut Kotler (2007) dalam Khairunnisa (2021), Kepuasan Pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa yang dirasakan dari masyarakat yang berasal dari perbandingan antara kinerja atau hasil yang diterimanya.
Menurut Kotler dalam Tjiptono dan Diana (2019) ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk pengukuran tingkat kepuasan pelanggan yaitu:
a. Sistem Keluhan dan saran
Organisasi yang bergerak di bidang pelayanan sebaiknya memberikan ruang dan kesempatan bagi pelanggan untuk menyampaikan kritik dan saran. Hal ini penting agar pelanggan dapat menyampaikan ide maupun harapan mereka, sehingga organisasi dapat mempertimbangkan dan, jika memungkinkan, merealisasikan ide tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan
b. Ghost Shopping
Dengan melibatkan beberapa orang sebagai pelanggan, dapat memantau pelaksanaan pelayanan secara langsung, guna memastikan bahwa layanan yang diberikan telah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
c. Lost Customer analysis
Sebaiknya suatu instansi mengajukan pertanyaan kepada pelanggan yang hilang minat untuk menerima pelayanan sehingga lebih mengetahui dimana tidak kepuasan yang diterima oleh konsumen.
d. Survei Kepuasan Pelanggan
Dengan memberikan pertanyaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, hal tersebut dapat menjadi umpan balik yang berguna bagi penyedia layanan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan.
Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN RB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, survei kepuasan masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif terhadap tingkat kepuasan masyarakat atas kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik
a. Persyaratan
Setiap bentuk pelayanan memiliki ketentuan tertentu yang wajib dipenuhi dalam proses pengurusannya, baik dari segi teknis maupun administratif.
b. Sistem, mekanisme dan prosedur
Proses pelayanan diatur melalui tata cara yang terstandarisasi, mencakup langkah-langkah yang harus diikuti oleh pihak penyedia maupun penerima layanan, termasuk dalam hal penanganan pengaduan.
c. Waktu penyelesaian.
Waktu penyelesaian suatu pelayanan hendaknya disesuaikan dengan target waktu yang telah ditentukan dalam standar operasional pelayanan, guna memastikan efektivitas dan efisiensi proses layanan
d. Biaya atau tarif.
Kesesuaian antara biaya penyelenggaraan pelayanan dengan biaya yang telah ditetapkan menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pelayanan publik
e. Produk spesifikasi jenis pelayanan
Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam alur pelayanannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada standar operasional prosedur.
f. Kompetensi pelaksana
Petugas pelayanan diharapkan memiliki tingkat keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk memberikan layanan yang optimal.
g. Perilaku pelaksana
Sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan harus mampu memenuhi atau bahkan melampaui harapan sehingga dapat mencapai kepuasan masyarakat
h. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
Sikap petugas dalam menangani pengaduan serta melakukan tindak lanjut terhadap masyarakat harus menunjukkan responsivitas
i. Sarana dan prasarana
kondisi sarana dan prasarana pelayanan harus sesuai dengan harapan masyarakat sehingga memberikan rasa nyaman.
2. Pelayanan Publik
Maka, terdapat asas asas dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang disusun guna memberikan kepastian hukum. Menurut Fitri Rahmadana (2020:42) terdapat 12 asas-asas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu:
a. Kepentingan umum
Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, harus mengutaman kepentingan umum dalam sistem administrasi agar meningkatkan sistemnya yang responsif, partisipatif, demokratis dan adil bagi seluruh masyarakat.
b. Kepastian hukum
Negara sudah menetapkan batasan yang jelas tentang hak, kewajiban dan wewenang dalam bentuk aturan tertulis guna melindungi kepentingan masyarakat.
c. Kesamaan hak
Dalam penerimaan pelayanan publik, setiap masyarakat harus mendapatkan kesamaan hak tanpa memandang ekonomi dan jabatan yang dimilikinya.
d. Keseimbangan hak dan kewajiban
Tugas utama aparatur pelayanan publik adalah menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk pemenuhan hak warga negara, dengan menjamin mutu pelayanan yang optimal. Di sisi lain, masyarakat berkewajiban untuk menaati peraturan perundang-undangan, memenuhi kewajiban perpajakan, serta berpartisipasi dalam upaya pembelaan negara.
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
e. Keprofesionalan
Para pegawai pelayanan publik harus memiliki sikap professional dengan memberikan pelayanan publik yang kualitas terbaik dan memenuhi kebutuhan publik yang memiliki pengetahuan dan keterampilan  yang berkualitas dalam pelayanan publik.

f. Partisipatif
Dalam penyelenggaraan pelayanan publik guna meningkatkan pelayanan publik, masyarakat harus berpartisipasi dalam menyampaikan keluhan, pengaduan serta saran.
g. Persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif
Sebagai penyedia pelayanan publik, memiliki peran dalam memberikan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat tanpa memndang suku, ras, golongan dan agama yang dimilikinya.
h. Keterbukaan
Masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang jelas dan terbuka terkait prosedur pelayanan, persyaratan yang harus dipenuhi, biaya yang dikenakan, unit yang bertanggung jawab, waktu penyelesaian, alur proses, hingga tahap akhir layanan.
i. Akuntabilitas
Penyelenggara pelayanan publik harus mampu mempertanggungjawabkan kinerja pelayanan baik berupa keberhasilan maupun kegagalan. 
j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan
Masyarakat yang termasuk dalam kelompok rentan atau berkebutuhan khusus, seperti anak-anak, ibu hamil dan menyusui, lansia, serta penyandang disabilitas, harus mendapatkan perhatian khusus dalam penerimaan pelayanan publik.

k. Ketepatan waktu
Penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan prosedur waktu yang telah ditetapkan.
l. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan
Penyelenggaraan pelayanan publik harus dilaksanakan dengan waktu yang cepat, prosedur yang mudah, serta biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
Menurut (Ratminto & Septi Einarsih, 2005), terdapat beberapa asas dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, yaitu:
a. Empati dengan masyarakat
Pegawai yang memberikan pelayanan harus mampu menunjukkan sikap empati kepada masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan.
b. Pembatasan Prosedur
Prosedur pelayanan harus dirancang sesingkat dan sesederhana mungkin agar tidak memberatkan pengguna jasa.
c. Kejelasan tata cara pelayanan
Tata cara pelayanan harus didesain sesederhana mungkin serta dikomunikasikan secara jelas kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan.
d. Minimalisasi persyaratan pelayanan
Untuk persyaratan dalam pengurusan pelayanan harus dibatasi sesuai dengan yang diperlukan saja.

e. Kejelasan kewenangan
Kewenangan seorang pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus dirumuskan sejelas mungkin.
f. Transparasi biaya
Biaya pelayanan harus seminimal mungkin dan disampaikan secara transparan kepada masyarakat.
g. Kepastian jadwal dan durasi pelayanan
Masyarakat harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai jadwal dan durasi proses pelayanan.
h. Minimalisasi Formulir
Perancangan formulir pelayanan dibuat yang komposit (satu formulir dapat dipakai untuk berbagai keperluan).
i. Maksimalisasi masa berlakunya izin
Masa berlaku izin sebaiknya ditetapkan selama mungkin untuk mengurangi frekuensi pengurusan ulang oleh masyarakat.
j. Kejelasan hak dan kewajiban providers dan masyarakat
Hak dan kewajiban harus dirumuskan secara jelas dan sanksi serta ketentuan ganti rugi.
k. Efektivitas penanganan keluhan
Dalam pelayanan sedapat mungkin menghindari munculnya keluhan, namun apabila ada keluhan akan ditangani secara efektif sehingga permasalahan diselesaikan dengan baik.
Sehingga, menurut Indrasari, (2019 : 84) dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek dalam pelayanan yang mempengaruhi kepuasan pelanggan secara efektif yaitu:
a. Warranty costs	
Melihat bagaimana keberhasilan dalam pencapaian kepuasan pelanggan melalui persentase penggunaan pelayanan dan memberikan jaminan terhadap produk atau jasa kepada pelanggan.
b. Penanganan terhadap komplain
Dalam pemberian pelayanan, complain sangat berdampak bagi kepuasan pelanggan agar kesalahan yang ada tidak dapat terulang kembali.
c. Market share
Untuk mengukur kinerja maka harus diukur kuantitas dalam pemberian pelayanan tersebut.
d. Costs of poor quality
Kerugiaan atau biaya yang timbul akibat ketidakefisienan, kesalahan atau kegagalan dalam memberikan layanan yang timbul karena kualitas pelayanan yang tidak memenuhi kebutuhan masyarakat.
e. Industry reports
Berupa laporan komprehensif mengenai kualitas laporan ini berfungsi mengevaluasi kinerja.
Untuk menilai sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat, yang bertujuan sebagai indikator keberhasilan pelayanan serta cerminan efektivitas kinerja instansi yang tersebut, Menurut Sukmayana (2017:58) tingkat kepuasan masyarakat dipengaruhi oleh 5 variabel, yakni:
1. Kualitas pelayanan (service quality)
2. Kualitas produk (product quality)
3. Harga (price)
4. Situasi (situation)
5. Sikap personil pelayanan (personality)
Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian di Kota Dumai merupakan badan publik yang bertugas dalam menyediakan informasi publik guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan komunikasi politik yang baik. 
B. Operasional Variabel Penelitian
Setiap penelitian pasti memiliki variabel yang menjadi fokusnya. Banyak variabel dalam penelitian bersifat abstrak, sehingga bentuk dan ukurannya tidak selalu jelas.Penentuan ukuran untuk variabel-variabel ini diknal sebagai operasional variabel. Untuk mempermudah dalam memahami konsep-konsep dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan beberapa pengertian dari konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu:
1. Analisis
Yang dimaksud dengan Analisis dalam penelitian ini adalah suatu kegiatan guna menyelidiki suatu kondisi yang sebenarnya, dengan cara mengumpulkan data dan melakukan pemeriksaan secara  cermat dan mendalam tentang kepuasan masyarakat pada layanan informasi di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DISKOMINFOTIKSAN) Kota Dumai.
2. Kepuasan
Yang dimaksud dengan Kepuasan dalam penelitian ini adalah pemenuhan kebutuhan dan harapan terhadap produk dan layanan yang sesuai oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DISKOMINFOTIKSAN) Kota Dumai.
3. Masyarakat
Yang dimaksud dengan Masyarakat dalam penelitian ini adalah masayarakat yang membutuhkan layanan informasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan berhak menilai pelayanan pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DISKOMINFOTIKSAN) Kota Dumai.
4. Analisis Kepuasan Masyarakat
Yang dimaksud dengan Analisis Kepuasan Masyarakat dalam penelitian ini adalah proses penyelidikan yang sistematis untuk mengukur, mengevaluasi dan memahami tingkat kepuasan masyarakat di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DISKOMINFOTIKSAN) Kota Dumai. 
Selanjutnya permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini ialah bagaimana tingkat kepuasan masyarakat Kota Dumai terhadap layanan informasi yang disediakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DISKOMINFOTIKSAN) yang dapat dilihat melalui 5 variabel dalam mengukur kepuasan masyarakat menurut (Sukmayana, 2017) antara lain:
1. Kualitas pelayanan (service quality)
Yang dimaksud dengan Kualitas pelayanan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengalaman masyarakat dalam menerima layanan informasi dari Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DISKOMINFOTIKSAN). Untuk melihat layanan informasi melalui kualitas pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai. Dalam penelitian ini dapat dilihat melalui sub indikator:
a. Kemudahan dalam mengakses layanan baik secara fisik melalui kunjungan langsung maupun melalui layanan digital.
b. Kejelasan informasi yang disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai kepada masyarakat dan tidak membingungkan.
c. Menanggapi kebutuhan masyarakat seperti menjawab pertanyaan, menangani pengaduan dan memberikan tindak lanjut sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
2. Kualitas Produk (product quality)
Yang dimaksud dengan Kualitas Produk dalam penelitian ini adalah bagaimana kualitas informasi yang disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DISKOMINFOTIKSAN) Kota Dumai. Untuk melihat layanan informasi melalui kualitas produk yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai. Dalam penelitian ini dapat dilihat melalui sub indikator:
a. Penggunaan media komunikasi digital yang mudah diakses telah mempermudah masyarakat dalam menerima informasi secara cepat dan efisien.
b. Informasi mengenai situasi terkini Kota Dumai diperbarui secara berkala oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DISKOMINFOTIKSAN)
c. Materi informasi yang disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informasi Statistik  dan Persandian Kota Dumai disajikan dalam format yang menarik dan mudah dipahami.
3. Harga (price)
Yang dimaksud dengan Harga dalam penelitian ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk mengakses layanan informasi yang disediakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DISKOMINFOTIKSAN). Dalam penelitian ini dapat dilihat melalui sub indikator:
a. Biaya akses tidak langsung berupa pengeluaran masyarakat untuk mendukung akses informasi publik yang disediakan oleh Dinas Komunikasi Informasi Statistik  dan Persandian Kota Dumai.
b. Akurasi informasi yang diterima masyarakat dapat dipertanggung jawabkan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
c. Mengakses informasi publik di Kota Dumai tidak memerlukan persyaratan khusus.
4. Situasi (situation)
Yang dimaksud dengan Situasi dalam penelitian ini adalah menggambarkan bagaiman perasaan masyarakat selama dan setelah berinteraksi dengan layananan informasi pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DISKOMINFOTIKSAN). Untuk melihat layanan informasi melalui faktor emosional yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai. Dalam penelitian ini dapat dilihat melalui sub indikator:
a. Peristiwa dan kejadian terkini di Kota Dumai dapat disampaikan secara cepat dan akurat melalui berbagai platform media yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.
b. Keterbukaan informasi publik terkait perkembangan kegiatan pemerintahan Kota Dumai dijalankan secara transparan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.
c. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai membuka layanan pelaporan keluhan melalui platform SP4N-Lapor yang dapat diakses 24 jam.

5. Sikap Personil Pelayanan (personality)
Yang dimaksud dengan Sikap Personil Pelayanan dalam penelitian ini adalah sikap yang ditunjukkan kepada orang lain dalam memberikan pelayanan, Dalam penelitian ini dapat dilihat melalui sub indikator:
a. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang IT yang handal di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai sangat penting untuk merespon dan mengatasi hambatan dalam penyediaan informasi.
b. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai menyampaikan informasi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga masyarakat selalu mendapatkan update terbaru secara rutin dan terpercaya.
c. Informasi yang disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai bersifat netral, bebas dari unsur SARA, dan tidak memicu provokasi.
Untuk mengukur Analisis Kepuasan Masyarakat Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian di Kota Dumai tersebut sesuai dengan sub indikator maka peneliti menggunakan pengukuran sebagai berikut:
Baik		: Diberi Skor 3
Cukup Baik	: Diberi Skor 2
Tidak Baik	: Diberi Skor 1
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DISKOMINFOTIKSAN) Kota Dumai yang beralamat di Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) lantai 2, Jalan H.R. Soebrantas, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Provinsi Riau. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai merupakan instansi pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan layanan informasi publik, pengembangan teknologi komunikasi, serta penyediaan data dan informasi secara transparan kepada masyarakat. Pemilihan lokasi penelitian pada DISKOMINFOTIKSAN didasarkan pada perannya sebagai pusat penyelenggaraan layanan informasi publik di Kota Dumai. Melalui pemilihan lokasi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi yang diberikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Dumai
B. Populasi dan Sampel
Populasi menurut Sugiyono (2012:90) ialah keseluruhan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek dengan karakteristik dan sifat tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dijadikan fokus dalam penelitian dan pengambilan kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kota Dumai yang pernah menggunakan layanan informasi yang disediakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DISKOMINFOTIKSAN) Kota Dumai. Layanan informasi pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian mencakup website resmi dan media sosial.
Sedangkan, sampel menurut Sugiyono (2012:91 ) adalah bagian atau sebagian dari keseluruhan populasi yang mencerminkan karakteristik atau sifat-sifat tertentu yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel penelitian ini diambil dari populasi tersebut menggunakan metode yang diambil berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian atau purposive sampling. Adapun teknik yang digunakan untuk pegawai pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling dimana yang dijadikan sampel adalah dengan jumlah 29 orang yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Jabatan Fungsional, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (Tenaga Peliput, Tenaga Dokumentasi dan Tenaga Admin Media Sosial), Bidang Layanan Infrastruktur E-Government (Pengelola sistem dan jaringan), Bidang Layanan Aplikasi E-Government (Operator Layanan Operasional), dan Bidang Statistik dan Persandian (Tenaga Information Security) dan teknik yang digunakan untuk masyarakat ialah Purposive Sampling dengan kriteria masyarakat yang terdata sebagai followers media sosial yang memperoleh informasi dari Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dengan penyebaran kuesioner melalui google form  dengan link (https://forms.gle/3fJaLg7qdyEK1i6u5).
Untuk lebih jelasnya keadaan populasi dan sampel penelitian dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel III.  1
Populasi dan Sampel Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai
	No
	Sub Populasi
	Populasi
	Sampel
	Persentase

	1
	Kepala Dinas
	1
	1
	100%

	2
	Sekretaris
	1
	1
	100%

	3
	Kepala Bidang
	4
	4
	100%

	4
	Jabatan Fungsional
	13
	13
	100%

	5
	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
	20
	3
	100%

	6
	Bidang Layanan Infrastruktur E-Government
	10
	3
	100%

	7
	Bidang Layanan Aplikasi E-Government
	10
	2
	100%

	8
	Bidang Statistik dan Persandian
	7
	2
	100%

	5
	Masyarakat
	90
	90
	-

	Jumlah
	119
	119
	-


Sumber Data: Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, 2025

C. Jenis dan Sumber Data
1. Data Primer
Menurut Yani Balaka (2022:21) data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui metode seperti observasi, wawancara, atau pengisian kuesioner. Pada penelitian ini, data primer berupa tanggapan dari responden mengenai tingkat kepuasan masyarakat dalam menggunakan layanan informasi di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Dumai, yang mencakup aspek-aspek sebagai berikut:Kualitas pelayanan (service quality)
a. Kualitas produk (product quality)
b. Harga (price)
c. Situasi (situation)
d. Sikap personil pelayanan (personality)
2. Data Sekunder
Menurut Yani Balaka (2022:25), data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari sumber-sumber seperti dokumen resmi, laporan tahunan, situs resmi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai, serta literatur terkait. Data ini mencakup informasi mengenai profil, kebijakan layanan informasi, dan statistik layanan yang digunakan untuk memperkaya analisis kepuasan masyarakat terhadap Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian.
D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah untuk mendapatkan informasi yang akurat dan relevan dengan tujuan penelitian untuk menganalisis kepuasan masyarakat pada layanan informasi publik di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DISKOMINFOTIKSAN) Kota Dumai. Adapun teknik atau cara dalam pengumpulan data informasi sebagai berikut:
1. Observasi
Menurut Hikmawati (2020: 80), observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung lokasi penelitian. Oleh karena itu, observasi merupakan metode yang dilakukan secara terstruktur dan terencana, dengan pencatatan yang sistematis serta pengendalian yang ketat untuk menjamin keandalan dan validitas data dalam proses penelitian.
2. Dokumentasi
Menurut Hikmawati (2020:84), dokumentasi adalah metode penelitian yang melibatkan studi terhadap berbagai bahan tertulis seperti buku, majalah, dokumen resmi, peraturan, undang-undang, notulen rapat, dan catatan harian. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi terkait visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, serta struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DISKOMINFOTIKSAN). Selain itu, dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap data yang diperoleh melalui observasi dan kuesioner dengan cara meminta arsip atau dokumen dari pihak-pihak terkait.
3. Wawancara
		Menurut  Hikmawati (2020 : 83), wawancara adalah interaksi antara dua pihak yang bertujuan untuk saling bertukar informasi dan gagasan melalui proses tanya jawab, sehingga dapat membangun pemahaman terhadap suatu topik tertentu. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data secara langsung melalui dialog antara peneliti dan narasumber yang memberikan informasi.
4. Pengisian kuesioner atau angket
Menurut Hikmawati (2020:83), pengisian kuesioner adalah metode pengumpulan data dengan cara memberikan serangkaian pertanyaan tertulis kepada responden untuk mendapatkan informasi yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian. Pengisian kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efektif, terutama apabila peneliti telah memahami dengan jelas variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian. Pada penelitian ini, pengisian kuesioner atau angket digunakan untuk mengambill data mengenai tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima layanan informasi sebagai pelanggan dari pelayanan informasi yang disediakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian. Jenis kuesioner atau angket yang dipilih oleh peneliti ialah angket tertutup. Teknik ini dipilih guna memudahkan responden dalam pemberian jawaban dan memudahkan peneliti dalam mengambil data.
E. Analisa Data
Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis data dengan cara mengelompokkan data berdasarkan jenis yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya, data dianalisis dan hasilnya disajikan berupa tabel dan diagram, serta diberikan penjelasan yang mendukung analisis yang telah dilakukan. 
Dalam penelitian ini, Analisa data menggunakan rating scale. Menurut Sugiyono (2017 : 113) rating scale yaitu alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data mentah dalam bentuk angka, yang kemudian ditafsirkan ke dalam bentuk kualitatif atau kata-kata.
Untuk memperoleh pengukuran jawaban yang akurat dan relevan, peneliti menggunakan instrumen berupa kuesioner atau angket. Jawaban yang terkumpul kemudian dianalisis untuk menghasilkan hasil yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Sebelum analisis dilakukan, peneliti merekapitulasi skor penilaian dan setiap jawaban yang diberikan oleh responden. Responden akan memberikan tiga jenis jawaban, yaitu:
Baik 			(B)	: Diberi skor 3
Cukup Baik 		(CB)	: Diberi skor 2
Tidak Baik 		(TB)	: Diberi Skor 1
	Hasil penelitian disajikan dengan tabel distribusi frekuensi dan presentase dengan jawaban responden perindikator. Sehingga dapat diketahui berapa banyak responden yang memberikan jawaban baik, cukup baik dan tidak baik. Maka, penyajian data menggunakan distribusi frekuensi dapat diketahui berapa presentase tanggapan responden yang tersebar untuk setiap kriteria jawaban yang tersedia. Untuk lebih melengkapi hasil penelitian divisualisasikan dalam bentuk diagram.



BAB IV
GAMBARAN UMUM DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK 
DAN PERSANDIAN
A. Sejarah Berdirinya Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
Kota Dumai adalah kota kecil yang terletak di pesisir timur Pulau Sumatra, secara administratif berada di wilayah Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Status Kota Dumai secara resmi ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Dumai pada 20 April 1999. Seiring perkembangan kebutuhan tata kelola informasi dan teknologi, dibentuklah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai (DISKOMINFOTIKSAN). Pembentukan dinas ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 mengenai perangkat daerah yang mengamanatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah.
Pada awalnya pembentukan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai merupakan bagian yang ada di sekretariat Daerah Kota Dumai Yaitu bagian KOMINFO yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016  tanggal 1 Desember 2016 dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 45 Tahun 2016, tanggal 30 Desember 2016. Bagian KOMINFO merupakan penggabungan dari beberapa Tupoksi yang ada di OPD yaitu Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik (Data Elektronik), Bappeda (Statistik) serta Dinas Perhubungan (Infokom).
Sejalan dengan perubahan dan dinamika dalam sistem pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Dumai melakukan penataan kelembagaan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Salah satu bentuk penataan tersebut adalah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2018 dan diperkuat oleh Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, maka unit yang sebelumnya berada di bawah Bagian Komunikasi dan Informasi secara resmi berubah status menjadi dinas tersendiri.
Transformasi kelembagaan ini secara resmi berlaku sejak tanggal 15 November 2018, yang ditandai dengan penggabungan beberapa unit kerja, yaitu Bagian Kominfo, Bagian Humas, serta unit Persandian yang sebelumnya merupakan bagian dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Dumai. Penggabungan ini bertujuan untuk menyatukan fungsi komunikasi, pengelolaan informasi, serta pengamanan informasi pemerintah daerah dalam satu dinas yang terintegrasi dan lebih fokus dalam pelayanannya.
Pembentukan Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian (Diskominfotiksan) Kota Dumai awalnya mengacu pada Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang struktur perangkat daerah. Seiring perkembangan, struktur dinas ini disesuaikan kembali lewat Peraturan Walikota Dumai Nomor 16 Tahun 2022, yang kemudian diganti dengan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2022. Perubahan ini dilakukan supaya organisasi dinas bisa lebih simpel dan kinerjanya makin efisien.
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian sendiri punya tugas utama di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Selain itu, dinas ini juga ngurus pengembangan aplikasi dan sistem informasi pemerintahan, data statistik sektoral, sampai urusan keamanan informasi (persandian). Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian juga jadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam hal penyampaian informasi dan keterbukaan data publik.
Kantor Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian terletak di Jalan  H.R. Soebrantas, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur pada Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Lantai 2. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai   memiliki visi dan misi. Yang mana Visinya yaitu: “Terwujudnya Masyarakat Dumai Yang Makmur dan Madani Pada Tahun 2022”. Sedangkan Misi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai yaitu:
1. Mewujudkan pemerintahan yang efektif
2. Bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional
3. Aspiratif
4. Partisipatif dan transparan
B. Keadaan dan Komposisi Pegawai di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
Keadaan dan komposisi pegawai dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:
1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Dalam organisasi setiap pegawai harus mampu bekerja sama dengan baik antara pegawai jenis kelamin laki-laki dan pegawai jenis kelamin perempuan guna mencapai tujuan organisasi karena masing-masing pegawai pasti memiliki keahlian masing-masing. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari berikut:
Tabel IV.  1 
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai
	No
	Jenis Kelamin
	Jumlah (Orang)
	Presentase

	1
	Laki-Laki
	46
	64%

	2
	Perempuan
	26
	36%

	Jumlah
	72
	100%


Sumber Data: Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, 2025

Berdasarkan tabel IV. 1 diatas, dapat dilihat bahwa komposisi pegawai pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian berdasarkan jenis kelamin yang terdiri dari laki-laki sebanyak 46 orang (64%) dan perempuan sebanyak 26 orang (36%).
2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Agar dapat menjalankan tugas dengan baik, setiap pegawai perlu memiliki latar belakanh pendidikan yang sesuai. Pendidikan merupakan aspek penting yang menjadi dasar bagi setiap individu dalam melaksanakan pekerjaannya dengan tanggung jawab. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini:
Tabel IV.  2
 Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
	No
	Tingkat Pendidikan
	Jumlah (Orang)
	Presentase

	1
	Sekolah Menengah Atas (SMA)
	17
	24%

	2
	Diploma Tiga (D3)
	5
	7%

	3
	Strata 1 (S1)
	40
	55%

	4
	Strata 2 (S2)
	10
	14%

	Jumlah
	72
	100%


Sumber Data: Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, 2025

Berdasarkan tabel IV. 2 diatas, dapat dilihat bahwa jumlah seluruh pegawai ialah 26 orang dengan jumlah pegawai yang berada pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 17 orang (24%), tingkat pendidikan Diploma 3 sebanyak 5 orang (7%), tingkat pendidikan Strata 1 (S1) sebanyak 40 orang (55%), dan tingkat pendidikan Strata 2 (S2) sebanyak 10 orang (14%).
3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan
Dalam sebuah organisasi pemerintahan, termasuk di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DISKOMINFOTIKSAN) Kota Dumai, struktur pegawai berdasarkan pangkat dan golongan sangat penting untuk menggambarkan jenjang karier serta pembagian tanggung jawab di lingkungan kerja. Komposisi ini umumnya mencerminkan pengalaman, masa kerja, dan kualifikasi dari masing-masing pegawai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini:


Tabel IV.  3
Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai Berdasarkan Golongan
	No
	Pangkat
	Golongan
	Jumlah
	Presentase

	1
	Pembina Muda
	IV c
	1
	1%

	2
	Pembina
	IV a
	5
	7%

	3
	Penata Tingkat I
	III d
	14
	20%

	4
	Penata
	III c
	1
	1%

	5
	Penata Muda
	III a
	6
	8%

	6
	Pengatur Tingkat I
	II d
	4
	6%

	7
	Pengatur
	II c
	1
	1%

	8
	Juru Tingkat
	I d
	1
	1%

	9
	-
	IX
	10
	14%

	10
	-
	VII
	1
	1%

	11
	-
	V
	5
	7%

	12
	-
	-
	23
	32%

	Jumlah
	72
	100%


Sumber Data: Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, 2025

4. Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) Berdasarkan Jenis Kelamin:
Tabel IV.  4
Jumlah Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) Berdasarkan Jenis Kelamin
	No
	Jenis Kelamin
	Jumlah (Orang)
	Total
	Presentase

	
	
	ASN
	TKPK
	
	

	1
	Laki-Laki
	36
	10
	46
	64%

	2
	Perempuan
	13
	13
	26
	36%

	Jumlah
	49
	23
	72
	100%


Sumber Data: Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, 2025

Berdasarkan tabel IV. 4 diatas dijelaskan Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) berdasarkan jenis kelamin pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dilihat pada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) sebanyak laki-laki 46 orang (64%) sedangkan perempuan 26 orang (36%) total keseluruhan ASN dan TKPK berjumlah 72 orang (100%).
C. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai
Setiap organisasi, baik yang bersifat formal maupun informal, pasti memiliki struktur organisasi sebagai wadah untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setelah struktur terbentuk, perlu dilakukan pembagian tugas agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. Struktur organisasi ini menggambarkan bagaimana hubungan antar fungsi dan bagian dalam organisasi termasuk posisi, tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda di dalam organisasi tersebut.
Sesuai Peraturan Walikota Dumai Nomor 46 Tahun 2022 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksanaan teknis pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai mempunyai struktur organisasi sebagai berikut: 


Bagan IV.  1
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
Kepala Dinas

Sekretaris
Subbagian Tata Usaha
Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional
Bidang Informasi dan Komunikasi
Bidang Layanan Infrastruktur E-Government
 Bidang Layanan Aplikasi E- Government
Fadly Rasbullah, SHI, M.IP
Bidang Statisik dan Persandian










Sumber Data: Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, 2025

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Dumai Nomor 46 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai. Susunan organisasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai terdiri atas:
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
A. Subbagian tata usaha
B. Kelompok jabatan fungsional
3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
4. Bidang Layanan Infrastruktur E-Government
5. Bidang Layanan Aplikasi E-Government
6. Bidang Statistik dan Persandian

1. Kepala Dinas
Kepala dinas memiliki tugas bertanggung jawab atas perencanaan umum, program, dan anggaran serta pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian sebagimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.
2. Sekretariat
Sekretariat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, bertanggung jawab melaksanakan perencanaan umum, pengelolaan program dan anggaran, pemantauan serta evaluasi, administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundang-undangan, pengelolaan barang milik negara, serta urusan kerumahtanggaan. Secara rinci, tugas Sekretariat meliputi:
a. Melakukan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.
b. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis serta dokumen terkait penyusunan rencana program, evaluasi, dan pelaporan.
c. Mengumpulkan dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan.
d. Merumuskan pedoman dan petunjuk teknis untuk penyusunan rencana program, evaluasi, dan pelaporan.
e. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan jangka panjang, menengah, dan pendek, termasuk rencana strategis organisasi, serta bahan untuk pemantauan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan program.
f. Menyusun bahan untuk pelaksanaan analisis, evaluasi, dan laporan penyelenggaraan program serta pencapaian akuntabilitas kinerja.
g. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
h. Menyusun bahan inventarisasi masalah yang muncul beserta pedoman penyelesaian masalah tersebut.
i. Melaksanakan administrasi keuangan serta pengelolaan barang milik negara dan sarana program.
j. Menyiapkan bahan terkait pengumpulan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik negara, dan sarana program.
k. Menyusun bahan untuk perumusan kebijakan dan pedoman teknis yang berkaitan dengan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik negara, dan sarana program.
l. Menyiapkan bahan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), serta pengelolaan sarana.
m. Menyusun rencana kebutuhan dan pengelolaan perlengkapan rumah tangga.
n. Menyusun bahan inventarisasi permasalahan dan panduan pemecahan masalah yang terjadi.
o. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
p. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program.
q. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan, sesuai dengan ruang lingkup dan tanggung jawab Sekretariat.
Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tercantum pada Pasal 7 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
a. Mengoordinasikan seluruh kegiatan di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian (DISKOMINFOTIKSAN).
b. Mengoordinasikan dan menyusun rencana, program, serta anggaran Dinas Kominfotiksan secara terpadu.
c. Memberikan dukungan administrasi yang mencakup urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi.
d. Melakukan penataan organisasi dan penyusunan tata laksana sesuai dengan kebutuhan kelembagaan.
e. Mengoordinasikan penyusunan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan fungsi advokasi hukum.
f. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa.
g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Sekretariat.
A. Subbagian Tata Usaha
Subbagian Tata Usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, memiliki tugas utama dalam memberikan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, serta dokumentasi. Adapun rincian tugasnya adalah sebagai berikut:
a. Menghimpun dan mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman, serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, kearsipan, dan dokumentasi.
b. Menyiapkan proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pemeliharaan dokumen yang berkaitan dengan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip, dan dokumentasi.Menyiapkan administrasi pegawai untuk mengikuti diklat struktural, teknis dan fungsional.
c. Mengelola administrasi kepegawaian terkait keikutsertaan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan struktural, teknis, dan fungsional.
d. Menyiapkan data dan informasi yang diperlukan dalam mendukung kegiatan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip, dan dokumentasi.
e. Menyusun bahan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis untuk mendukung pelaksanaan tugas administrasi di bidang terkait.
f. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait permasalahan yang muncul serta menyiapkan bahan untuk solusi atau penyelesaiannya.
g. Membangun koordinasi dengan unit kerja atau instansi lain yang relevan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
h. Menyusun bahan pembinaan dan pengawasan terkait organisasi dan tata laksana, yang mencakup kelembagaan, ketatalaksanaan, dan analisis jabatan.
i. Menyiapkan bahan administrasi persuratan/naskah dinas serta pengelolaan kearsipan.
j. Menyusun bahan penyelenggaraan perpustakaan, kehumasan, dan keprotokolan.
k. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan, sesuai dengan ruang lingkup tugas Subbagian Tata Usaha.
B. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tanggung jawab dalam memberikan layanan fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas pimpinan, sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing. Dalam menjalankan tugas tersebut, kelompok jabatan fungsional dapat melaksanakan pekerjaan secara individu maupun dalam bentuk tim kerja, guna mendukung pencapaian tujuan serta kinerja organisasi. Pelaksanaan tugas ini dapat melibatkan pejabat fungsional dan pelaksana, baik yang berasal dari satu unit organisasi, antar unit organisasi, antar perangkat daerah, maupun antar instansi pemerintah.
3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan pengelolaan informasi dan komunikasi publik, layanan informasi dan komunikasi publik, serta kemitraan informasi dan komunikasi publik.
4. Bidang Layanan Infrastruktur E-Government
Bidang Layanan Infrastruktur E-Government sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, memiliki tugas dalam melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang mencakup lingkup infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data dan informasi serta interoperabilitas, serta interkoneksi dan jaringan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
5. Bidang Layanan Aplikasi E-Government, terdiri dari: Kelompok Jabatan Fungsional
Bidang Layanan Aplikasi E-Government sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, bertugas melaksanakan sebagian kewenangan Kepala Dinas dalam hal pengembangan dan pengelolaan aplikasi E-Government, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta pelaksanaan tata kelola E-Government.
6. Bidang Statistik dan Persandian, terdiri dari: Kelompok Jabatan Fungsional.
Bidang Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian kewenangan Kepala Dinas yang meliputi kegiatan pendataan, pengolahan, dan analisis data statistik sektoral, penyajian data serta informasi statistik sektoral, serta penyelenggaraan urusan persandian.


D. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana menjadi salah satu aspek penting yang turut mempengaruhi tercapainya hasil kerja yang optimal. Dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, maka pelaksanaan tugas oleh pegawai pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai dapat berlangsung lebih efektif dan efisien. Penjelasan lebih lengkap mengenai hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel IV.  5 
Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
	No
	Sarana dan Prasarana
	Jumlah

	1
	Ruang Kepala Dinas
	1

	2
	Ruang Sekretaris
	1

	3
	Ruang Keuangan
	1

	4
	Ruang Kepala Bidang
	4

	5
	Ruang Rapat
	1

	6
	Ruang Editing
	1

	7
	Data Center
	1

	8
	Command Center
	1

	9
	Ruang Helpdesk
	1

	10
	Ruang Tunggu
	1

	11
	Genset (Kapasitas 5500 W)
	1

	12
	Mobil Dinas Jabatan
	1

	13
	Minibus
	1

	14
	Station Wagon
	1

	15
	Sepeda Motor
	1

	16
	Lemari Arsip Kayu
	5

	17
	Peti Uang atau Brankas
	1

	18
	Gorden
	1

	19
	Papan Nama Instansi
	1

	20
	Neon Box (Bilboard)
	1

	21
	Meja Kerja ½ Biro
	10

	22
	Air Conditioning (AC) 1 PK
	4

	23
	Meja Kerja L
	1

	24
	Lensa Kamera
	1

	25
	Kamera Digital
	1

	26
	Stabilizer kamera
	1

	27
	Personal Computer
	2

	28
	Laptop
	4

	29
	Rackstation NAS
	1

	30
	Fiber Optic Splicer
	1

	31
	Tower IT
	1

	32
	Tangga
	1

	33
	Televisi
	1

	34
	CCTV
	6


Sumber Data: Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, 2025

Dari tabel IV. 5 yang disajikan di atas dapat diketahui bahwa keberadaan sarana dan prasarana memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai.


BAB V

HASIL PEMBAHASAN PENELITIAN
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai adalah dinas yang bertugas untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi, informasi, statistik dan persandian di Kota Dumai. Sebagai instansi pemerintahan yang bertugas untuk mengelola informasi, komunikasi, statistik dan persandian serta memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait keterbukaan informasi publik.	
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akses informasi, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Selain itu, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai juga berperan sebagai penghubung antara pemerintahan dan masyarakat dalam penyebaran informasi yang akurat, serta mendukung kebijakan strategis melalui pengelolaan data dan promosi digital atas potensi daerah.
Pelayanan publik merupakan aspek yang berperan penting dalam menciptakan hubungan yang baik antara masyarakat dan pemerintah, apabila masyarakat menjalankan kewajiban yang dimilikinya, maka pemerintah juga harus memberikan hak yang harus diterima oleh masyarakat. Maka, kepuasan masyarakat merupakan peranan penting dalam mencerminkan pelayanan publik dapat diterima dan dirasakan manfaatnya.
Masyarakat tidak hanya menerima pelayanan publik tetapi juga sebagai pengawas jalannya pelayanan yang diberikan, sehingga masyarakat dapat menilai bagaimana pelaksanaan yang sesuai dengan standar pelayanan ditetapkan. Kepuasan masyarakat merupakan pendorong bagi pemerintah untuk berupaya memberikan pelayanan yang terbaik. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai membutuhkan penilaian dari masyarakat untuk menentukan pelayanan mereka sudah baik atau belum.
Dalam konteks ini, Analisis Kepuasan Masyarkat Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian di Kota Dumai menjadi suatu topik yang sangat penting untuk diteliti. Penelitian ini perlu guna evaluasi sejauh mana Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai mampu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat dalam penerimaan informasi.
A. Identitas Responden
Responden merupakan objek utama guna untuk menganlisa data terhadap penelitian penulis lakukan pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai dengan jumlah responden sebanyak 119 orang.  Pada penyebaran angket, penulis membagi responden penelitian berdasarkan jenis kelamin, tingkat umur, dan pekerjaan. Untuk melihat data responden dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:
1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Dalam penelitian yang penulis lakukan pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai, penulis dapat menggambarkan perbedaan jenis kelamim yang menjadi responden dalam penelitian ini. Untuk lebih jelasnya tentang perbedaan jenis kelamin responden dapat dilihat pada diagram berikut:
Diagram V. 1
Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin













Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan, 2025
Berdasarkan diagram V. 1 dapat dilihat bahwa dari 119 responden penelitian, diketahui bahwa responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 72 orang dengan persentase 61% dan laki-laki sebanyak sebanyak 47 orang dengan persentase 39%.
2. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur
Perbedaan tingkat umur merupakan salah satu aspek penting yang dapat mempengaruhi cara pandang, pemahaman serta sikap responden dalam merespons pelayanan publik. Bahwa dari berbagai tingkatan umur berhak mendapatkan pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu, identifikasi karakteristik umur responden menjadi hal krusial dalam memahami hasil penelitian secara lebih mendalam. Penulis dapat menggambarkan perbedaan tingkat umur yang menjadi responden penelitian dan bisa dilihat pada diagram berikut: 
Diagram V. 2
Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur








Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan, 2025
Berdasarkan diagram V. 2 di atas, dapat diketahui dari 119 responden penelitian, terdapat responden yang berumur 12-20 tahu  sebanyak 4 orang dengan persentase 3%, responden dengan umur 21-30 tahun sebanyak 87 orang dengan persentase 73%, responden dengan umur 31-40 orang sebanyak 7 orang dengan persentase 6%, responden dengan umur 41-50 tahun sebanyak 18 orang dengan persentase 15% dan responden umur 51-60 tahun dengan persentase 3%.
3. Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan
Latar belakang responden memiliki pekerjaan yang beragam. Jenis pekerjaan dapat mencerminkan tingkat aktivitas, tanggung jawab, serta kebutuhan akses informasi yang berbeda. Penulis dapat menggambarkan beragam pekerjaan yang menjadi responden penelitian dan bisa dilihat pada diagram berikut: 
Diagram V. 3
Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan














Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan, 2025
Berdasarkan diagram V. 3 di atas, dapat diketahui dari 119 orang responden penelitian, terdapat responden yang bekerja sebagau Aparatur Sipil Negara (ASN) berjumlah 25 orang dengan persentase 21%, responden yang statusnya mahasiswa berjumlah 33 orang dengan persentase 28%, responden dengan pekerjaan wiraswata berjumlah 28 orang dengan persentase 24%, responden dengan pekerjaan wirausaha berjumlah 3 orang dengan persentase 2%, responden dengan pekerjaan honorer berjumlah 8 orang dengan persentase 7%, responden dengan pekerjaan Freelance berjumlah 16 orang dengan persentase 13%, responden dengan pekerjaan IRT berjumlah 4 orang dengan persentase 3% dan responden dengan pekerjaan sebagai guru berjumlah 2 dengan persentase 2%.
B. Analisis Kepuasan Masyarakat Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian di Kota Dumai
Pada dasarnya, penelitian merupakan suatu upaya untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan melalui metode-metode ilmiah yang memiliki tujuan serta kegunaan tertentu. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, pada bab ini penulis menyajikan data hasil temuan penelitian di lapangan sebagai dasar analisis guna menjawab permasalahan yang telah dipaparkan pada Bab I.
Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada dua kelompok responden, yaitu 19 orang pegawai pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai, serta 100 orang dari kalangan masyarakat, sehingga total responden berjumlah 119 orang. Seluruh data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis berdasarkan indikator-indikator pengukuran yang telah ditetapkan.
Sehubungan dengan judul penelitian yakni Kepuasan Masyarakat Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian di Kota Dumai, maka penulis menggunakan teori Kepuasan Masyarakat yang dikemukakan oleh (Sukmayana, 2017) yang meliputi Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk, Harga, Situasi, dan Sikap Personil Pelayanan. Berikut pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan:


1. Kualitas Pelayanan
Dalam Penelitian ini, yang dimaksud dengan kualitas pelayanan adalah bagaimana pengalaman masyarakat dalam menerima layanan informasi dari Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DISKOMINFOTIKSAN). Untuk melihat kepuasan masyarakat terhadap Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DISKOMINFOTIKSAN) Kota Dumai pada Kualitas Pelayanan dalam penelitian ini dapat dilihat dari sub indikator:
a. Adanya kemudahan dalam mengakses layanan baik secara fisik melalui kunjungan langsung maupun melalui layanan digital.
Kemudahan dalam mengakses layanan yang dimaksud adalah bagaimana Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai menyediakan berbagai akses layanan baik secara fisik (langsung) seperti kunjungan ke desk pelayanan maupun melalui digital seperti website resmi, media sosial serta platform  pengaduan online seperti SP4N-Lapor.
b. Adanya Kejelasan informasi yang disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai kepada masyarakat dan tidak membingungkan.
Kejelasan informasi yang disampaikan adalah informasi yang disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai disajikan secara jelas dengan tidak membingungkan masyarakat dalam mencerna informasi yang disampaikan sehingga tidak menimbulkan ambigu dalam penerimaan informasi.
c. Adanya penanggapan kebutuhan masyarakat seperti menjawab pertanyaan, menangani pengaduan dan memberikan tindak lanjut sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
Penanggapan kebutuhan masyarakat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) ialah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai memiliki tugas sebagai instansi penghubung komunikasi antara masyarakat dan pemerintahan, sehingga memiliki tanggung jawab dalam menanggapi setiap komunikasi dari masyarakat baik berupa pertanyaan, masukan, keluhan maupun pengaduan.
Sehingga, dalam penanggapan harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan mulai dari penerimaan laporan, verifikasi, penyelesaian, hingga pemberian umpan balik kepada pelapor. Maka, masyarakat dapat merasa bahwa kebutuhan dan keluhan mereka didengar dan mendapatkan solusi yang jelas.
Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap indikator Kualitas Pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel V.  1
Tanggapan Responden Tentang Indikator Kualitas Pelayanan
	No
	Sub Indikator
	Kriteria Jawaban
	Jumlah

	
	
	B
	CB
	TB
	

	1
	Mudah mengakses layanan melalui platform digital seperti website
	81
(68%)
	36
(30%)
	2
(2%)
	119
(100%)

	2
	Informasi layanan disampaikan secara jelas dan mudah dipahami
	76
(64%)
	40
(34%)
	3
(2%)
	119
(100%)

	3
	Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas
	75
(63%)
	42
(35%)
	2
(2%)
	119
(100%)

	Total
	232
(65%)
	118
(33%)
	7
(2%)
	357
(100%)


Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan, 2025

Tabel V. 1 diatas menggambarkan hasil angket terkait tanggapan responden penelitian terhadap indikator Kualitas Pelayanan yang dibagi menjadi tiga sub indikator. Dari hasil rekapitulasi pada indikator Kualitas Pelayanan, terdapat 232 tanggapan dengan persentase 65% responden yang menyatakan Kualitas Pelayanan dalam kategori baik. Kemudian, terdapat  118 tanggapan dengan persentase 33% responden yang menyatakan Kualitas Pelayanan dalam kategori cukup baik. Dan, sebanyak 7 dengan tanggapan tidak baik dengan persentase 2%.
Dapat disimpulkan bahwa indikator Kualitas Pelayanan pada Analisis Kepuasan Masyarakat pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian di Kota Dumai dari 119 responden, terdapat 232 tanggapan dengan persentase 65% responden menyatakan Baik. Untuk melihat lebih jelas mengenai Analisis Kepuasan Masyarakat pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian di Kota Dumai dari indikator Kualitas Pelayanan, penulis sajikan melalui diagram berikut:

Diagram V. 4
Tanggapan Responden pada Indikator Kualitas Pelayanan











Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan, 2025

Dari hasil penelitian menunjukkan mayoritas tanggapan responden terkait kualitas pelayanan dalam Analisis Kepuasan Masyarakat pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian di Kota Dumai berada pada kategori baik dengan persentase 65%.
2. Kualitas Produk
Yang dimaksud dengan Kualitas Produk pada penelitian ini adalah bagaimana kualitas informasi yang disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DISKOMINFOTIKSAN) Kota Dumai.  Untuk lebih jelasnya melihat kepuasan masyarakat terhadap Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DISKOMINFOTIKSAN) Kota Dumai pada Kualitas Produk dalam penelitian ini dapat dilihat dari sub indikator:
a. Penggunaan media komunikasi digital yang mudah diakses telah mempermudah masyarakat dalam menerima informasi secara cepat dan efisien.
Penggunaan media komunikasi digital yang mudah diakses berarti bahwa dalam menjangkau masyarakat secara luas, cepat dan efisien, komunikasi digital sebagai sarana yang utama dalam pemberian informasi. Pemberian informasi digital oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai menggunakan website resmi pemerintahan, media sosial, aplikasi layanan publik dan kanal pengaduan online sehingga masyarakat mudah mengakses informasi tanpa harus datang langsung ke kantor dinas.
b. Informasi mengenai situasi terkini Kota Dumai diperbarui secara berkala oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DISKOMINFOTIKSAN)
Informasi yang disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai selalu pembaruan secara berkala sehingga sangat penting untuk masyarakat karena berdampak untuk masyarakat mendapatkan gambaran terbaru dan terpercaya seperti perkembangan pemerintahan, layanan publik, kebijakan daerah, kondisi cuaca, bencana alam, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan yang akan mencegah penyebaran hoaks.
c. Materi informasi yang disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informasi Statistik  dan Persandian Kota Dumai disajikan dalam format yang menarik dan mudah dipahami.
Dalam penyampaian informasi tidak hanya dituntut untuk cepat dan akurat. Namun, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian sebagai penyedia layanan informasi juga harus menyediakan infromasi yang menarik dan mudah dipahami dengan kebutuhan masyarakat berbentuk konten digital visual, ringkas dan informatif. Selain itu, format yang mudah dipahami akan memudahkan masyarakat umum yang memiliki keterbatasan dalam memahami istilah-istilah teknis pemerintahan. Sehingga akan mendorong tingkat literasi publik dan partisipasi masyarakat.
Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap indikator Kualitas Produk dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel V.  2
Tanggapan Responden Tentang Indikator Kualitas Produk
	No
	Sub Indikator
	Kriteria Jawaban
	Jumlah

	
	
	B
	CB
	TB
	

	1
	Penggunaan media komunikasi digital yang mudah diakses oleh masyarakat dalam menerima informasi
	80
(67%)
	37
(31%)
	2
(2%)
	119
(100%)

	2
	Informasi situasi terkini Kota Dumai diperbarui secara berkala oleh Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian
	73
(61%)
	42
(35%)
	4
(4%)
	119
(100%)

	3
	Informasi disediakan dalam format yang menarik
	81
(68%)
	33
(28%)
	5
(4%)
	119
(100%)

	Total
	234
(66%)
	112
(31%)
	11
(3%)
	357
(100%)


Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan, 2025

Tabel V. 2 diatas menggambarkan hasil angket terkait tanggapan responden penelitian terhadap indikator Kualitas Produk yang dibagi menjadi tiga sub indikator. Dari hasil rekapitulasi pada indikator Kualitas Produk, terdapat 234 tanggapan dengan persentase 66% responden yang menyatakan Kualitas Produk dalam kategori baik. Kemudian, terdapat  112 tanggapan dengan persentase 31% responden yang menyatakan Kualitas Produk dalam kategori cukup baik. Dan, sebanyak 11 dengan tanggapan tidak baik dengan persentase 3%.
Dapat disimpulkan bahwa indikator Kualitas Pelayanan pada Analisis Kepuasan Masyarakat pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian di Kota Dumai dari 119 responden, terdapat 234 tanggapan dengan persentase 66% responden menyatakan Baik. Untuk melihat lebih jelas mengenai Analisis Kepuasan Masyarakat pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian di Kota Dumai dari indikator Kualitas Produk, penulis sajikan melalui diagram berikut:
Diagram V. 5
Tanggapan Responden pada Indikator Kualitas Produk












Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan, 2025

Dari hasil penelitian menunjukkan mayoritas tanggapan responden terkait Kualitas Produk dalam Analisis Kepuasan Masyarakat pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian di Kota Dumai berada pada kategori baik dengan persentase 66%.

3. Harga (Price)
Yang dimaksud dengan Harga (Price) pada penelitian ini adalah biaya yang dikorbankan oleh masyarakat untuk mengakses layanan informasi yang disediakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DISKOMINFOTIKSAN) baik berupa waktu dan pengorbanan masyarakat dalam mengakses informasi. Untuk lebih jelasnya melihat kepuasan masyarakat terhadap Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DISKOMINFOTIKSAN) Kota Dumai pada Harga (Price) dalam penelitian ini dapat dilihat dari sub indikator:
a. Biaya akses tidak langsung berupa pengeluaran masyarakat untuk mendukung akses informasi publik yang disediakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik  dan Persandian Kota Dumai.
Biaya akses tidak langsung yang dikeluarkan oleh masyarakat ini dapat berupa pengeluaran seperti kuota internet, perangkat teknologi (SmartPhone atau Komputer), maupun transportasi ke lokasi layanan fisik.
b. Akurasi informasi yang diterima masyarakat dapat dipertanggung jawabkan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
Untuk meningkatkan kepercayaan publik yang dibangun oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, informasi yang disampaikan menggunakan prinsip sesuai fakta, sumber yang kredibel dan dapat dipertanggung jawabkan secara resmi. Agar, masyarakat terhindar dari kesalahpahaman.
c. Mengakses informasi publik di Kota Dumai tidak memerlukan persyaratan khusus.
Dalam penerimaan layanan dan informasi pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian memiliki prosedur yang tidak membuat masyarakat menjadi rumit guna memperolej informasi, baik melalui website resmi, akun sosial media, dan pelayanan yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak masyarakat dalam perolehan informasi.
Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap indikator Harga dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel V.  3
Tanggapan Responden Tentang Indikator Harga (Price)
	No
	Sub Indikator
	Kriteria Jawaban
	Jumlah

	
	
	B
	CB
	TB
	

	1
	Masyarakat tidak dikenakan biaya untuk mengakses informasi
	86
(72%)
	31
(26%)
	2
(2%)
	119
(100%)

	2
	Akurasi informasi yang diterima masyarakat dapat dipertanggung jawabkan oleh DISKOMINFOTIKSAN
	75
(63%)
	42
(35%)
	2
(2%)
	119
(100%)

	3
	Tidak ada persyaratan khusus untuk mengakses informasi
	84
(70%)
	33
(28%)
	2
(2%)
	119
(100%)

	Total
	245
(68%)
	106
(30%)
	6
(2%)
	357
(100%)


Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan, 2025

Tabel V. 3 diatas menggambarkan hasil angket terkait tanggapan responden penelitian terhadap indikator Harga (Price) yang dibagi menjadi tiga sub indikator. Dari hasil rekapitulasi pada indikator Harga (Price), terdapat 245 tanggapan dengan persentase 68% responden yang menyatakan Harga (Price) dalam kategori baik. Kemudian, terdapat  106 tanggapan dengan persentase 30% responden yang menyatakan Harga (Price) dalam kategori cukup baik. Dan, sebanyak 6 dengan tanggapan tidak baik dengan persentase 2%.
Dapat disimpulkan bahwa indikator Kualitas Pelayanan pada Analisis Kepuasan Masyarakat pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian di Kota Dumai dari 119 responden, terdapat 245 tanggapan dengan persentase 68% responden menyatakan Baik. Untuk melihat lebih jelas mengenai Analisis Kepuasan Masyarakat pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian di Kota Dumai dari indikator Harga (Price), penulis sajikan melalui diagram berikut:
Diagram V. 6
Tanggapan Responden pada Indikator Harga (Price)











Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan, 2025

Dari hasil penelitian menunjukkan mayoritas tanggapan responden terkait Harga (Price) dalam Analisis Kepuasan Masyarakat pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian di Kota Dumai berada pada kategori baik dengan persentase 68%.
4. Situasi (situation)
Yang dimaksud dengan Situasi (situation) pada penelitian ini adalah menggambarkan bagaiman perasaan masyarakat selama dan setelah berinteraksi dengan layananan informasi pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DISKOMINFOTIKSAN). Untuk lebih jelasnya melihat kepuasan masyarakat terhadap Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DISKOMINFOTIKSAN) Kota Dumai pada situasi (situation) dalam penelitian ini dapat dilihat dari sub indikator:
a. Peristiwa dan kejadian terkini di Kota Dumai dapat disampaikan secara cepat dan akurat melalui berbagai platform media yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.
Sebagai lembaga yang bertanggung jawab sebagai penyebaran informasi publik, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai sangat berperan penting dalam menyampaikan peristiwa dan kejadian terkini secara akurat yang dapat diterima oleh masyarakat Kota Dumai. Penyampaian informasi dilakukan melalui website resmi, akun sosial media, dan pelayanan secara langsung yang dikelola secara aktif dengan aktual dan relevan.
b. Keterbukaan informasi publik terkait perkembangan kegiatan pemerintahan Kota Dumai dijalankan secara transparan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.
Dalam penerimaan informasi, masyarakat membutuhkan prinsip keterbukaan informasi terkait bagaimana perkembangan kegiatan perkembangan pemerintah. Sehingga, masyarakat dapat mengetahui dan memahami apa program kerja yang sedang dilakukan dan mendorong partisipasi publik dalam pengawasan pemerintahan, serta meningkatkan kepercaayaan publik.
c. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai membuka layanan pelaporan keluhan melalui platform SP4N-Lapor yang dapat diakses 24 jam.
Untuk memungkinkan masyarakat dalam penyampaian keluhan atau pengaduan yang bisa diakses di mana saja tanpa harus ke Kantor Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, maka disediakan platform SP4N-Lapor sebagai peneyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat yang tersedia 24 jam. Dengan demikian, pelayanan yang disedikan menjadi cepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang diproses sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Sehingga, pelayanan publik dapat selalu ditingkatkan.
Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap indikator Situasi (situation) dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel V.  4
Tanggapan Responden Tentang Indikator Situasi (situation)
	No
	Sub Indikator
	Kriteria Jawaban
	Jumlah

	
	
	B
	CB
	TB
	

	1
	Peristiwa dan kejadian terkini Kota Dumai dapat disampaikan melalui media platform yang dimiliki Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian
	79
(66%)
	38
(32%)
	2
(2%)
	119
(100%)

	2
	Keterbukaan informasi publik terkait perkembangan kegiatan pemerintahan Kota Dumai
	63
(53%)
	54
(45%)
	2
(2%)
	119
(100%)

	3
	Membuka media untuk pelaporan atas keluhan dari informasi yang dibutuhkan melalui SP4N lapor yang dapat diakses 24 jam
	80
(67%)
	35
(30%)
	4
(3%)
	119
(100%)

	Total
	222
(62%)
	127
(36%)
	8
(2%)
	357
(100%)



Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan, 2025

Tabel V. 4 diatas menggambarkan hasil angket terkait tanggapan responden penelitian terhadap indikator situasi (situation) yang dibagi menjadi tiga sub indikator. Dari hasil rekapitulasi pada indikator Situasi (situation), terdapat 222 tanggapan dengan persentase 62% responden yang menyatakan situasi (situation) dalam kategori baik. Kemudian, terdapat  127 tanggapan dengan persentase 36% responden yang menyatakan Situasi (situation) dalam kategori cukup baik. Dan, sebanyak 8 dengan tanggapan tidak baik dengan persentase 2%.
Dapat disimpulkan bahwa indikator Kualitas Pelayanan pada Analisis Kepuasan Masyarakat pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian di Kota Dumai dari 119 responden, terdapat 222 tanggapan dengan persentase 62% responden menyatakan Baik. Untuk melihat lebih jelas mengenai Analisis Kepuasan Masyarakat pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian di Kota Dumai dari indikator situasi (situation), penulis sajikan melalui diagram berikut:

Diagram V. 7
Tanggapan Responden pada Indikator Situasi (Situation)














Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan, 2025

Dari hasil penelitian menunjukkan mayoritas tanggapan responden terkait situasi (situation) dalam Analisis Kepuasan Masyarakat pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian di Kota Dumai berada pada kategori baik dengan persentase 62%.
5. Sikap Personil Pelayanan (Personality)
Yang dimaksud dengan Sikap Personil Pelayanan (Personality) dalam penelitian ini adalah sikap yang ditunjukkan kepada orang lain dalam memberikan pelayanan, Untuk lebih jelasnya melihat kepuasan masyarakat terhadap Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DISKOMINFOTIKSAN) Kota Dumai pada sikap personil pelayanan (personality) dalam penelitian ini dapat dilihat dari sub indikator:
a. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang IT yang handal di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai sangat penting untuk merespon dan mengatasi hambatan dalam penyediaan informasi.
Untuk melakukan pelayanan secara digital, kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai sangat berperan penting guna menyediakan informasi yang cepat, akurat dan mudah diakses. Maka, untuk memastikan sistem informasi berjalan dengan lancar, memelihara infrastruktur teknologi serta merespon kendala teknis, diperlukannya Sumber Daya Manusia yang handal di bidang IT guna peningkatan kualitas penyampaian informasi publik.
b. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai menyampaikan informasi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga masyarakat selalu mendapatkan update terbaru secara rutin dan terpercaya.
Upaya yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai dalam menjaga kesinambungan penyampaian informasi melalui platform seperti website resmi, media sosial, dan pelayanan secara langsung dengan memastikan masyarakat selalu menerima informasi dengan update terbaru untuk menunjukkan komitmen keterbukaan informasi serta membangun kepercayaan publik.
c. Informasi yang disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai bersifat netral, bebas dari unsur SARA, dan tidak memicu provokasi.
Dalam penyampaian informasi publik, etika komunikasi yaitu netralitas agar menjaga ketertiban, kenyaman dan persatuan masyarakat. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penyebaran informasi yang tidak berpihak dan bebas unsur dari SARA (suku, ras, agama dan antar golongan). Sehingga, tidak memicu provokasi, membangun suasana yang kondusif, dan menunjukkan profesionalisme pemerintah tanpa memandan kepentingan kelompok tertentu.
Tabel V.  5
Tanggapan Responden pada Sikap Personal (Personality)
	No
	Sub Indikator
	Kriteria Jawaban
	Jumlah

	
	
	B
	CB
	TB
	

	1
	Ketersediaan SDM IT yang dapat merespon hambatan dari penyediaan informasi
	68
(57%)
	49
(41%)
	2
(2%)
	119
(100%)

	2
	Menyampaikan informasi secara konsisten dan keberlajutan
	80
(67%)
	37
(31%)
	2
(2%)
	119
(100%)

	3
	Informasi yang disampaikan bersifat netral, tidak mengandung unsur SARA, dan tidak memicu provokasi
	87
(73%)
	29
(24%)
	3
(3%)
	119
(100%)

	Total
	235
(66%)
	115
(32%)
	7
(2%)
	357
(100%)


Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan, 2025

Tabel V. 5 diatas menggambarkan hasil angket terkait tanggapan responden penelitian terhadap indikator Sikap Personal (Personality) yang dibagi menjadi tiga sub indikator. Dari hasil rekapitulasi pada indikator Sikap Personil Pelayanan (Personality), terdapat 235 tanggapan dengan persentase 66% responden yang menyatakan Sikap Personal (Personality) dalam kategori baik. Kemudian, terdapat  115 tanggapan dengan persentase 32% responden yang menyatakan Sikap Personil Pelayanan (Personality) dalam kategori cukup baik. Dan, sebanyak 7 dengan tanggapan tidak baik dengan persentase 2%.
Dapat disimpulkan bahwa indikator Kualitas Pelayanan pada Analisis Kepuasan Masyarakat pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian di Kota Dumai dari 119 responden,memiliki kategori Baik, dengan skor 705. Untuk melihat lebih jelas mengenai Analisis Kepuasan Masyarakat pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian di Kota Dumai dari indikator Sikap Personal (Personality), penulis sajikan melalui diagram berikut:
Diagram V. 8
Tanggapan Responden pada Indikator Sikap Personal (Personality)











Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan, 2025

Dari hasil penelitian menunjukkan mayoritas tanggapan responden terkait Sikap Personil (Personality) dalam Analisis Kepuasan Masyarakat pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian di Kota Dumai berada pada kategori baik dengan persentase 66%.



Tabel V.  6
Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Analisis Kepuasan Masyarakat Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Di Kota Dumai
	No
	Indikator
	Kriteria Jawaban
	Jumlah

	
	
	B
	CB
	TB
	

	1
	Kualitas Pelayanan
	232
(65%)
	118
(33%)
	7
(2%)
	357
(100%)

	2
	Kualitas Produk
	234
(66%)
	112
(31%)
	11
(3%)
	357
(100%)

	3
	Harga (Price)
	245
(68%)
	106
(30%)
	6
(2%)
	357
(100%)

	4
	Situasi (Situation)
	222
(62%)
	127
(36%)
	8
(2%)
	357
(100%)

	5
	Sikap Personal (Personality)
	235
(66%)
	115
(32%)
	7
(2%)
	357
(100%)

	Total
	1.168
(66%)
	578
(32%)
	39
(2%)
	1.785
(100%)



Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan, 2025

Berdasarkan tabel V. 6 di atas dapat diketahui melalui 5 sub indikator bahwa Kepuasan Masyarakat Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Di Kota Dumai pada kategori baik dengan total tanggapan 1.168 dengan persentase (66%) responden.
Untuk melihat hasil akhir tanggapan responden mengenai Kepuasan Masyarakat Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Di Kota Dumai pada lima indikator Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk, Harga (Price), Situasi (Situation), dan Sikap Personil (Personality) penulis sajikan melalui diagram berikut:




Diagram V. 9
Hasil Akhir Tanggapan Responden Tentang Analisis Kepuasan Masyarakat Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Di Kota Dumai














Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan, 2025

Berdasarkan diagram V. 9 di atas, menunjukkan bahwa hasil akhir tanggapan responden dari 5 indikator mengenai Analisis Kepuasan Masyarakat Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Di Kota Dumai tanggapan responden berada di kategori Baik dengan persentase sebesar 66%.
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Analisis Kepuasan Masyarakat Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Di Kota Dumai
Setelah penulis melakukan penelitian terhadap Analisis Kepuasan Masyarakat Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Di Kota Dumai dalam pelaksanaanya memiliki faktor pendukung dan penghambat yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung
a. Adanya harga (Price) dalam mendukung kepuasan masyarakat pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian di Kota Dumai hal ini terbukti bahwa adanya tidak dikenakan biaya untuk mengakses informasi yang dibutuhkan.
b. Adanya Sikap Personil Pelayanan dalam mendukung kepuasan masyarakat pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian di Kota Dumai hal ini terbukti bahwa adanya informasi yang disampaikan bersifat netral, tidak mengandung Unsur SARA, dan tidak memicu provokasi.
c. Adanya Kualitas Pelayanan dalam mendukung kepuasan masyarakat pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian di Kota Dumai hal ini terbukti bahwa masyarakat mudah mengakses layanan melalui platform digital seperti website.
2. Faktor Penghambat
a. Kurangnya perhatian terhadap situasi dalam mendukung kepuasan masyarakat pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian di Kota Dumai hal ini dapat dilihat bahwa kurangnya keterbukaan informasi publik terkait perkembangan kegiatan pemerintahan kota Dumai.
b. Kurangnya kualitas produk dalam mendukung kepuasan masyarakat pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian di Kota Dumai hal ini dapat dilihat bahwa kurangnya diperbarui irformasi situasi terkini kota Dumai oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian di Kota Dumai





















BAB VI
KESIMPULAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis mengenai Analisis Kepuasan Masyarakat pada Dinas Komunikais Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran-saran yang sesuai dengan temuan penulis selama melakukan penelitian:
1. Kepuasan masyarakat pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai dapat dianalisis melalui 5 (lima) indikator berdasarkan teori Kepuasan Masyarakat yang dikemukakan oleh Dodi Sukmayana, yaitu Kualitas Pelayanan, Kulitas Produk, Harga (Price), Situasi, (Situation), dan Sikap Personal (Personality). Data penelitian ini diolah menggunakan metode rating scale untuk mengukur kepuasan masyarakat pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian. Dari 119 responden, 66% responden menyatakan Kepuasan masyarakat pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai Baik, 32% responden menyatakan Cukup Baik dan 2% responden menyatakan Tidak Baik.  Sehingga kepuasan masyarakat pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai dapat dikategorikan Baik.
c. Faktor pendukung Analisis Kepuasan Masyarakat pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai yaitu tidak dikenakan biaya untuk mengakses informasi yang dibutuhkan, informasi yang disampaikan bersifat netral, tidak mengandung Unsur SARA, dan tidak memicu provokasi, dan masyarakat mudah mengakses layanan melalui platform digital seperti website. Sedangkan, faktor penghambat Analisis Kepuasan Masyarakat pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai yaitu kurangnya keterbukaan informasi publik terkait perkembangan kegiatan pemerintahan Kota Dumai dan kurangnya diperbarui irformasi situasi terkini kota Dumai oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian di Kota Dumai
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian,penulis dapat memberikan saran-saran yang sesuai dengan Analisis Kepuasan Masyarakat pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai adalah sebagai berikut:
1. Disarankan kepada Kepala  Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian mempertimbangkan penambahan tenaga baru dan pelatihan untuk pegawai yang ada supaya mereka lebih siap menghadapi perkembangan teknologi dan arus informasi. Di sisi lain, masyarakat juga perlu diberi pemahaman lebih soal keterbukaan informasi melalui sosialisasi, seminar, atau konten edukasi digital agar masyarakat tahu cara mengakses dan memahami informasi yang sudah disediakan pemerintah
2. Disarankan kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian ialah membuat konten yang lebih mudah dipahami oleh seluruh kalangan dengan memperbanyak penggunaan infografis, bahasa yang sederhana serta vidio singkat yang informatif. Selain itu, akan lebih efektif apabila proses pembuatan konten turut melibatkan komunitas lokal maupun pihak perguruan tinggi, sehingga hasil konten yang dihasilkan lebih beragam, relevan, dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan hanya sekadar memenuhi formalitas pemerintahan.
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